PEMERINTAH KOTA TEBING TINGG!
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

gl Jalan T. Imam Bonjol No. 2A Tebing Tinggi 20632 Telepon/fax: (0621) 22382

DUA TERBILANG

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 300 /3874/ Satpol PP/2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEBING TINGGI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-
masing instansi menetapkan kode etik instansi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kota Tebing Tinggi tentang
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota TebingTinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawali
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.



Menetapkan

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Tebing Tinggi

12. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja.

13. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
TEBING TINGGI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
TEBING TINGGI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang
bekerja di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi.

2. Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman
tertulis yang berisi norma atau etika yang mengatur ucapan maupun
perilaku mengenai hal- hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut
dilakukan oleh PNS dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang,
kewajiban, dan tanggung jawab maupun dalam pergaulan sehari-hari.

3. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau
perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik.

4. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan,
kerjasama,tanggungjawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan
rasa memiliki dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi.

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk:

a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam
hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;

c. menciptakan suasana lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan

d. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.



BAB 1
NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi:

a.
b.

o o

moQ ho

(1)

()

ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

semangat nasionalisme;

mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan;

ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
penghormatan terhadap hak asasi manusia;

tidak diskriminatif;

profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan

semangat jiwa korps.

BAB IV
ETIKA PNS

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap
PNS wajib bersikap dan berpedoman pada:

a. Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Etika dalam berorganisasi;

c. Etika dalam bermasyarakat;

d. Etika terhadap sesama PNS; dan

e. Etika terhadap diri sendiri.

Setiap Pegawai wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a , meliputi:

a.

b.
C.

melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang- undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;

menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan
tugas;

akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan berwibawa;

tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam
melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;

menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara
efisien dan efektif;

tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) huruf
b, meliputi:

a.

b.

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-
undangan;
menjaga informasi yang bersifat rahasia;



melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang;

membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;

menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait
dalam rangka pencapaian tujuan;

patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi; dan

berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf c, meliputi:

a.
b.

C.

mewujudkan pola hidup sederhana;

memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih
dan tanpa unsur pemaksaan;

memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil dan tidak
diskriminatif;

tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan

berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam
melaksanakan tugas.

Pasal 8

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud padaPasal 4 ayat (1)
huruf d, meliputi:

a.

b.
C.

Q o o

saling menghormati di antara sesama warga negara yang memeluk agama
/ kepercayaan berlainan;

memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;

saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun
horizontal dalam suatu unit kerja, maupun antar unit Kkerja, instansi,
maupun antar instansi;

menghargai perbedaan pendapat;

menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;

menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesamaPNS; dan
mendukung Korps Pegawai Republik Indonesia dalam memperjuangkan
hak-hak PNS.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud padaPasal 4 ayat (1) huruf
e, meliputi:

oo o

SQ o

jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar;

bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan
keterampilan;

memiliki daya juang yang tinggi;

memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan

berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.



(1)
(2)

©)
(4)
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()

BAB V
SANKSI KODE ETIK

Pasal 10

Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakansanksi moral.
Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pernyataan secara tertutup; atau

b. pernyataan secara terbuka

Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
secara tertulis dan dinyatakan oleh atasan langsung PNS.

Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
Pegawai.

Pasal 11

Pemyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) huruf a, disampaikan oleh Atasan langsung atau Pejabat yang
ditunjuk dalam ruang tertutup.

Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) huruf b, disampaikan melalui forum pertemuan resmi, dan kegiatan
apel.

Pasal 12

Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi
moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), dapat dikenakan
tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Keputusan Kepala Satpol PP Kota Tebing Tinggi ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan. Agar setiap PNS di lingkungan Satpol PP Kota Tebing
Tinggi mengetahuinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 20 November 2017.
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